
 

 

 

BUPATI TRENGGALEK 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR 25 TAHUN 2014 

TENTANG 

BESARAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG UNTUK KEGIATAN  

KESENIAN, KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN DAN KEAGAMAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TRENGGALEK, 

 

Menimbang:a. bahwa  dalam  rangka  untuk mengembangkan  potensi  di 

bidang kesenian, kepemudaan, keolahragaan dan keagamaan 

maka perlu diberikan hibah berupa uang untuk menunjang 

penyelenggaraan kegiatan dan pengadaan sarana dan 

prasarana; 

b. bahwa agar perencanaan pemberian hibah berupa uang 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat memenuhi asas 

keadilan dan kepatutan perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Besaran Pemberian Hibah Berupa Uang untuk 

Kegiatan Kesenian, Kepemudaan, Keolahragaan dan 

Keagamaan;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

 



- 2 - 
 

  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor  125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);   

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 

4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5278); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik 

Indonesi Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 

2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2013 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek 



- 4 - 
 

  

Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E); 

16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 

(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29); 

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan 

Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2012 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2014 (Berita 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 23);    

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2013 tentang  

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2013 

(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 38); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN  BUPATI TENTANG BESARAN PEMBERIAN 

HIBAH BERUPA UANG UNTUK KEGIATAN  KESENIAN, 

KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN DAN KEAGAMAAN.  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Trenggalek. 

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Trenggalek. 

5. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan 

organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah 

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 

mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan 

untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

Daerah. 

6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi 

kewenangan dalam proses pemberian hibah berupa uang 

untuk kegiatan kesenian, kepemudaan, keolahragaan dan 

keagamaan. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 

disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Trenggalek. 

8. Tim Evaluasi dan Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas untuk 

membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 

melakukan evaluasi, verifikasi dan rasionalisasi terhadap 

dokumen dan proposal belanja hibah berupa uang untuk 

kegiatan kesenian, kepemudaan, keolahragaan dan 

keagamaan.    
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BAB II  

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 

pedoman bagi Tim Evaluasi dan Verifikasi untuk 

melaksanakan evaluasi, verifikasi dan rasionalisasi terhadap 

permohonan dan dokumen proposal belanja Hibah dari 

masyarakat. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk 

memberikan kepastian hukum bagi Tim Evaluasi dan 

Verifikasi dalam merumuskan besaran Hibah sebagai bahan 

pertimbangan kepada Kepala SKPD. 

 

BAB III 

BESARAN HIBAH 

Pasal 3 

 

(1) Besaran Hibah berupa uang diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

a. pengadaan sarana kesenian, kepemudaan dan 

keolahragaan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah); 

b. pengadaan/perbaikan sarana keagamaan/tempat ibadah 

paling banyak sebesar  Rp20.000.000,00 (dua puluh juta 

rupiah); dan 

c. penyelenggaraan  kegiatan  kesenian, kepemudaan, 

keolahragaan dan keagamaan paling banyak sebesar  

Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). 

(2) Besaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan bagi Masjid Agung Baiturrohman dan 

organisasi kemasyarakatan meliputi Komite Olahraga 

Nasional Indonesia (KONI), Praja Muda Karana (Pramuka) 

dan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Hibah kepada pihak 

tertentu atas dasar perintah/kebijakan Bupati.   
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  4 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. 

 

                  Ditetapkan   di    Trenggalek 

                  pada tanggal 23 April 2014       

                  BUPATI TRENGGALEK, 

                                                                              ttd 

                 MULYADI WR 

Diundangkan di Trenggalek 

pada tanggal 23 April 2014 

    SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TRENGGALEK, 

                ttd 

   ALI MUSTOFA 

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 25 

Salinan sesuai dengan aslinya 
  KEPALA BAGIAN HUKUM, 

                

         ANIK SUWARNI 
Nip . 19650919 199602 2 001 
 

 

 


